
 

 

WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

NOMOR 69 TAHUN 2021 

TENTANG  

 

PERUBAHAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA CIREBON, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang 

Anggaran Kas Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang     

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar 

dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019    

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000          

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006    
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
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Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 6523);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016          

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

27. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46    

Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah); 

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12    

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah); 

31. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 266); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 
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Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri  Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018                 

Nomor 1560); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah            

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012          

Nomor 754); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016                 

Nomor 2083); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
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Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia         

Tahun 2018 Nomor 630); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 377); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          

Nomor 1781); 

43. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang 

Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
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Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon   

Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Nomor 7); 

44. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005–2025 (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17); 

45. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019    

Nomor 3); 

46. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun  2012 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 105); 

47. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun  2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon  Nomor 42) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 
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Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 106); 

48. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah   

Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah    Kota Cirebon Nomor 43), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon   

Tahun 2014 Nomor 4); 

49. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota 

Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 

Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon 

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 13); 

50. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63); 

51. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon  Nomor 69); 
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52. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75); 

53. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018–2023 (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7        

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 

2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 109); 

54. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah       

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cirebon    

Tahun 2020 Nomor 12); 

55. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 107); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 

ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021. 
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Pasal 1 

 

Perubahan Anggaran Kas Pemerintah Daerah Tahun 

Anggaran 2021 adalah sebagai berikut : 

I. ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH 

 TOTAL PENDAPATAN Rp. 1.610.668.038.477,00  
 

 1. Triwulan I  Rp. 366.349.128.023,00  
 

 2.  Triwulan II Rp. 493.886.074.824,00  
 

 3. Triwulan III Rp. 402.945.206.509,00  
 

 4. Triwulan IV Rp. 347.487.629.121,00  
 

 1.1  Pendapatan Asli 

Daerah 

Rp. 517.307.457.500,00  
 

 1. Triwulan I Rp. 113.487.704.738,00  
 

 2. Triwulan II Rp. 141.199.650.139,00  
 

 3. Triwulan III Rp. 145.439.515.974,00  
 

 4. Triwulan IV Rp. 117.180.586.649,00  
 

 1.2 Pendapatan Transfer Rp. 1.046.621.080.977,00  
 

 1. Triwulan I Rp. 242.709.048.285,00  
 

 2. Triwulan II Rp. 342.534.049.685,00  
 

 3. Triwulan III Rp. 247.353.315.535,00  
 

 4. Triwulan IV Rp.     214.024.667.472,00  
 

 1.3 Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah 

Rp. 46.739.500.000,00  
 

 1. Triwulan I Rp. 10.152.375.000,00  
 

 2. Triwulan II Rp. 10.152.375.000,00 
  

 3. Triwulan III Rp. 10.152.375.000,00  
 

 4. Triwulan IV Rp. 16.282.375.000,00  
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II. BELANJA DAERAH   

 TOTAL BELANJA Rp. 1.535.373.510.772  
 

 1. Triwulan I  Rp. 1.012.573.584.173  
 

 2.  Triwulan II Rp. 365.483.993.347,30  
 

 3. Triwulan III Rp. 177.357.216.664,93  
 

 4. Triwulan IV Rp. (24.737.889.213,13) 
 

 1. Belanja Operasi Rp.       1.364.603.900.065  

 

 1. Triwulan I  Rp.          905.516.571.115  
 

 2.   Triwulan II Rp.          230.314.894.614  
 

 3. Triwulan III Rp.          148.703.629.243  
 

 4. Triwulan IV Rp.           80.068.805.693  
 

 2. Belanja Modal Rp. 166.073.004.307  

 

 1. Triwulan I  Rp.          107.057.013.058  
 

 2.   Triwulan II Rp.          135.169.098.733  
 

 3. Triwulan III Rp.            28.653.587.422  
 

 4. Triwulan IV Rp.        (104.806.694.906) 
 

 3. Belanja Tidak Terduga Rp.               4.696.606.400  
 

 1. Triwulan I  Rp. 0,00 
  

 2. Triwulan II Rp. 2.590.394.400,00  
 

 3. Triwulan III Rp. 0,00  
 

 4. Triwulan IV Rp. 2.106.212.000,00  
 

III. PEMBIAYAAN DAERAH   

 PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN 

Rp.            49.618.040.915  

 

 1. Triwulan I  Rp.            24.464.669.000  
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 2.  Triwulan II Rp.            31.087.794.000  
 

 3. Triwulan III Rp. 0,00  
 

 4. Triwulan IV Rp. (5.934.422.085,00) 
 

 PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

Rp.              4.569.000.000  
 

 1. Triwulan I  Rp.              9.364.264.000  
 

 2.  Triwulan II Rp.            (4.795.264.000) 
 

 3. Triwulan III Rp. 0,00  
 

 4. Triwulan IV Rp. 0,00  
 

 

 

Pasal 2 

 

Uraian Perubahan Anggaran Kas Pemerintah Daerah Tahun 

Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari: 

Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Kas; 

Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Kas 

berdasarkan Urusan Organisasi; dan 

Lampiran III : Penjabaran Perubahan Anggaran Kas. 

 

 

Pasal 3  

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 

Ditetapkan di Cirebon 
pada tanggal 1 Oktober 2021                                   
 

WALI KOTA CIREBON, 
 

 

               ttd, 

 

    NASHRUDIN AZIS 

Diundangkan di Cirebon  

pada tanggal 1 Oktober 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

  

 ttd, 
 

         AGUS MULYADI 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 72 

Salinan sesuai dengan aslinya 
   KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

   FERY DJUNAEDI, SH., MH. 
        Pembina Tk.I (IV/b) 

   
 

 
 

 
 
 

 
  


